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BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR  4 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang  : a.  bahwa  berdasarkan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan dalam rangka ketertiban penatausahaan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Pedoman  Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun Anggaran 2015; 
 

b.  bahwa untuk maksud tersebut  dalam huruf a, perlu untuk 
mengevaluasi semua peraturan di daerah masing – masing 

yang menghambat percepatan Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah termasuk tidak mengatur tambahan 
persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang – 

undangan di bidang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
Anggaran 2015; 

 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – 

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 5589); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
10. Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan  Presiden Nomor 172 Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 4)Seri A 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 61); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomer 1 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Pedoman  Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2013 Nomor 36), diubah sebagai berikut : 
 

 



4 

 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut 
  

Pasal 10 
 

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan 
tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku 
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran 
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau 

rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan yang dimaksud adalah: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 
batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
g. menandatangani pengesahan SPJ atas kegiatan yang 

dikuasakan;dan  
h. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
oleh Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang. 

 

(5) Penetapan Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dilaksanakan sesuai kebutuhan 

dengan memperhatikan prinsip pelimpahan kewenangan secara 
berjenjang, minimal pejabat eselon III pada unit kerja SKPD yang 

bersangkutan. Dan khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas 
Kesehatan selain Pejabat Eselon III tersebut juga dapat menunjuk 
Kepala UPT pada SKB/SMP/SMA/SMK dan Kepala UPT pada 

Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna 
Barang. 

 
(6) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang diberikan 

kewenangan  menandatangani bukti pengeluaran sampai dengan 
Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

(7) Bagi kuasa pengguna anggaran/ kuasa  pengguna barang dapat 

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam kegiatan 
barang dan jasa. 

(8) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggungjawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna 

barang. 
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(9) Apabila Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
berhalangan, maka kewenangannya kembali kepada Pengguna 

Anggaran atau mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pejabat 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 

 
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Pengguna anggaran/pengguna barang menetapkan pejabat selaku PPTK 
di lingkungan SKPD yang dipimpinnya sebagai berikut : 

a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, kecuali pada Bagian 
Administrasi Keuangan adalah Kepala Sub Bagian; 

b. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, kecuali pada Bagian 
Keuangan adalah Kepala Sub Bagian; 

c. Kepala Bidang pada Dinas/Badan, kecuali pada Sekretariat adalah 

Kepala Sub Bagian; 
d. Kepala Seksi pada Kantor/Satpol-PP/Kecamatan kecuali pada 

sekretariat kecamatan adalah Kepala Sub Bagian; 
e. Kepala UPT pada Dinas/Badan; dan 

 
(2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan APBD Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang maka selaku PPTK  
adalah: 

a. Kasub. Bagian pada Sekretariat Daerah kecuali Kasub Bagian 
Verifikasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Keuangan; 

b. Kasub. Bagian pada Sekretariat DPRD kecuali Kasub. Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan; 

c. Kasi pada Dinas dan Badan kecuali Kasub. Bagian Keuangan pada 
Sekretariat; 

d. Kepala TU pada UPT (SKB, SMP, SMA, SMK) unit kerja Dinas 

Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan. 
 

(3) Apabila PPTK  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) maka  dapat bertindak selaku 

selaku PPTK  adalah: 
a. Kasub. Bagian pada Sekretariat Daerah; 
b. Kasub. Bagian pada Sekretariat DPRD; 

c. Kasi/Kasub.Bid pada Dinas dan Badan; 
d. Kepala TU pada UPT (SKB, SMP, SMA, SMK) unit kerja Dinas 

Pendidikan dan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan. 
 

(4) Apabila PPTK berhalangan, ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan 
selaku PPTK. 

 

(5) Dengan penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
ayat (1)  selaku PPTK pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah bidang anggaran dan perbendaharaan adalah Kepala 
seksi anggaran. 
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3. Ketentuan Lampiran VIII ditambah beberapa ketentuan penulisan penomoran 
dokumen sebagaimana  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.  

 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal   
 

Plt.BUPATI REMBANG 
WAKIL BUPATI 

 

ttd 
 

H. ABDUL HAFIDZ 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
      ttd 

 
HAMZAH FATONI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014  NOMOR 4 


